
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1047, 2016 KEMTAN. Karkas. Daging. Jeroan. Olahannya. 

Pemasukan. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34/PERMENTAN/PK.210/7/2016 

TENTANG 

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA 

KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

58/PERMENTAN/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan 

Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan 

pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya ke 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia;  

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pemasukan 

karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau 

Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3482); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 
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Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4002);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5356); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 85);  

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ 

OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol 

Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ 

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina 

dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 
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Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat 

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit 

Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 428); 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ 

HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian 

Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1323); 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN 

KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE 

DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia 

sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, 

dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki 

mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi 

dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih. 

2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas sehat 

yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti 

bulunya, dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher 

serta kedua kakinya.  

 

3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang 

telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan 

kakinya, serta dikeluarkan jeroannya. 
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4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas 

ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer 

(Prime Cut), Daging Potongan Sekunder (Secoundary Cut), 

Daging Variasi (Variety/Fancy Meats), dan Daging 

Industri (Manufacturing Meat). 

5. Daging Potongan Primer (Prime Cut) adalah potongan 

daging ruminansia yang memiliki keempukan, juiciness 

dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan 

tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak 

ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku 

(frozen). 

6. Daging Potongan Sekunder (Secondary Cut) adalah 

potongan daging ruminansia di luar potongan primer 

yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas di 

bawah kualitas potongan primer, berupa daging dengan 

tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak 

ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku 

(frozen). 

7. Daging Variasi (Variety/Fancy Meats) adalah bagian dari 

daging selain Daging Potongan Primer, Daging Potongan 

Sekunder dan Daging Industri, berupa potongan daging 

dengan tulang dan tanpa tulang dalam bentuk segar 

dingin (chilled) dan beku (frozen) yang berasal dari ternak 

ruminansia. 

8. Daging Industri (Manufacturing Meat) adalah bagian 

daging dalam bentuk bulky dari Daging Potongan Primer, 

Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi yang 

digunakan untuk kebutuhan industri. 

9. Jeroan (Edible Offal) adalah jantung, hati, paru yang 

berasal dari jenis lembu dan selain jenis lembu  yang 

lazim dan layak dikonsumsi manusia. 

10. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara 

atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan 

tambahan. 

11. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, 

daging, jeroan, dan/atau olahannya dari luar negeri ke 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
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